PDF Compressor Free Version

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANEG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT N KEDIRI NOMOR i TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOT A K. E D4R L

Menimbang : a bahwa dengan berlakunya dan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2)
huruf “e” Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak
Kabupaten / Kota .

b. buhwa untuk memungut Pajuk Penerangan Jalan seperti dimaksud
hurul a tersebul diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadva Dacrah
‘Tingkat 1 Kediri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Peneranpan Jalan |
perlu disesuaikan dan disempurnakan ;

¢, bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan penvempurnaan
sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu mengatur kembali Pajak
Penerangan Jalan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Kedin Nomor 1 Tahun 1998 tentang

Pajak Pencrangan Jalan , vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Undang — undang Nomor 16 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah  Dacrah Kota Besar dalam Lingkungan Propins: Jawa Timur,
Jawa lengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogvakurta
{ Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45 ) ¢

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981  ieniang Hukum Acura
Pidana { Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209 |

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak { Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684 ) ¢

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribust Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683 § schagarmana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 tghun 2000 (Lembaran Nogara
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan |.cmbaran Negara Nomor 40485

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengun Surat Paksa { Tembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42
Tambahan [embaran Negara Nomor 3686 } scbagaimana telal diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 { Lembaran Newgura
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Neaara Nomor 3987 ) |

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
{ Tembaran Negara Tahun 1995 Nomor 60 lambahan lembaran
Newgara Nompr 3839 ) |

Peraturan Pemenintah Noemor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara Pidana
{ Lembaran Negara lahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5238 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 wentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (lembaran Negara Tahun 1997 Nomoer 34,
Tambahan Lembaran Negara Womaor 3691 ) .

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahunm 2000 tenlang Kewenangan
Pemerintah dan  Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomot 54 Tambahan Lembaran

Newara Nomor 3952 ¢
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Peraturan Pemerintah Nomor &4 Tabun 2000 tfentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor
163,

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung-jawaban Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun

2000 Nomaor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) .

. Peraturan Pemerimah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

{ Tembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 lumbahan Lembaran
Negara Nomor 4138 ) ;

Keputusan Menteri Dualam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1993 tentang
Pengundangan Peraturan Daerah dun atay Kepuiusan Kepala Daerab

lewat Tengeang Waktu Pengesanantiya |

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor (71 Tahun 1997 ientang

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrzh dan
Retribusi Daerah |

Keputusan Menteri Dalam Negenn Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak Yang Menvelenggarakan Pembukuan Dan Taia

Cara Pembukuan

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Duacrah ;

 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem dan Prosedur Administrasi Payak Daerah, Retribusi Daerah dan

Penertmaan Lain— lam ¢

. Keputusan Menteri Dalam Negen dan Otonorm Daerah Nomor 21

Tahun 2001 tentang Tcknik Penyusunan dan Matert Muatan Produk-
produok Hukum Dacrah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonont Daerah Nomor 22

Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dacrab;

 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24

Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

. Peraturan Daerah Kotamadva Daersh Tingkat 1 Kedin Nomor |

Tahun 1988 tentang Penvidik Pegawai Negen Sipil 1 Linghungan

Pemerinigh Kotamadya Daerah Tingkat 1T Kedin
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24. Perawran Daerah Kota Kedin Nomor 1 Tahun 2000 tentang Struktur

Organisast Dinas Schagai Unsur Pelaksana Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KROTA KEDIRI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGEKAT II KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 1T Kedirdi Nomor 1 Tabun
1998 lenlang Pajk Peneranpan Jalan { Lembaran Dacrah Ketamadya
Dacrah Tingkat 11 Kediri Tahun 1998 Sent A Tanggal 10 Agustus 1998

Nomor 4/A ), diubah sebagai berikut :

A, Pasal | dinbah dan berbunyi sebagai berikut :

[

e -

B

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah i vang dimaksud dengan :
Dacrah  Otonom  yang  selanjutnva  disebut Daerah  adalah  Kesatuan
masyarakat hukum wvang mempunvar batas daerah (erienty berkewenangan
mengatur dan mengurus kepentingan masyvarakal setempat menurut prakarsa
sendim  berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik
Indonesia.
Pemerintah Daerah adalah, Pemermiah Koa Kedin yaitu Kepala Daereh
beserta Perangkat Daerah (Monom vanz lain sebagay Badan Lksekutf
Daerah.
Kepala Dacrah adalah Walikota Kediri
Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Kola Kedin |
Pejabat adalab pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang Perpajukan
Daerah dap / atau Reinbusi Dacrah scsuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku .
Pajak Daerah yang sclanjutnva discbut Pajak adalabh iuran wapb yang

dilakukan olch orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
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langsung vang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, vang digunakan  untuk membiavai
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Dacrak |
Perusahaan  Listrik Negara vang  selunjutnva  disingkat PIN  adalah
Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pajak Penerangan Jalan yang sclanjuinya disebut Pajak adalah Pungutan
Daerah atas penggunaan tenaga stk

Penerangan Jalan adalah Penggunnan Tenaga Listrik untuk menerangi Jalan
umum vang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Dacrah.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal vang merupakan kesatuan
baik vang melakukan usaha maupun yang tidak mclakukan usahs vang
meliputi perseroan torbatas, perseroan komanditer, perscroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsw, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,

lembaga, bentuk usaha tetap. dan bentuk badun laimnva .

. Walib Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menurut ketentuan

peraturan  perundang-undangan  Perpajakan  Dacrah  diwapbkan  untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau

pemotong pajak tericntu |

2. Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanve sama dengan | (satu) bulan

takwim atau jangka wakiu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Draerah,

». Tahun Pajak adalab jangka wakiu vang lamanya | (satu) tahun takwim

kecuali biia Wapb Pajuk mengsunakan tahun buku vang tidak sama dengan

tahun talowim .

. Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu saat, dalam

masa pajak, dalam tahun pajak. atau dalam bagian tahun pajak menurut

ketentuan pernturan perundang-undangan perpajakan Daerah .

. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkamun kegistun mula: dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnyva pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wanb Pamjak  serta  pengawasun

penyelorannya |

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnva disingkat SPTPD adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /
alau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objck pajak, dan / atau
harta dan kewajiban, menurut  ketenivan  peraturan perundang-undangan

perpajakan Dacrah |
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- Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnva disingkat SSI'D adalab surat

vang oleh Wapb Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak vang terutang ke Kas Dacrah atau tempat pembavaran lain
vang ditunjuk oleh Kepala Dagrah .

Surat Ketetapan Pajakx Dacrah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat

ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak |

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar vang selanjulnya disingkal

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak vang menentukan besamya jumlah
pokok pajak. jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah vang masih harus dibavar .

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adaiah surat ketctapan pajak yang menenlukan

1ambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .

.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnye disingkat

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah kelebihan
pembayvaran pajak karena jumlah kredit pajak lebth besar daripada pajak vang

terutang atau tidak scharusnya terutang .

. Surat Ketelapan Pajak Daerah Nibil yang sclumuinya disingkat SKPDN

adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumiah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak .

. Surat Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat STPD adalab sural

untuk mclakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga

dan / atau denda.

2 Diubah dan berbunyi sebagai berikui:

Pasal 2

{13 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan

tenaga listrik,

(2y Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah

dacrah vang tersedia pencranzan jalan vane rekeninanva dibavar oleh Pemerintah
vang i Zan i vang 3 )

Dacrah.

{3} Penggunaan tenaga listrik schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah setiap

penggunaan tenaga listrik baik vang berasal dari PLN maupun vang bukan dari

PLN,
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C. Pasal 5 diubah daa berbunyi sehbagai herilaat:

Pasai 5

(1) Dasar pengenaan Puajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jua! Tenaga Listrik.
{2) Nilai Jual Tenaga Listrix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkuan:

a. dalam hal ienaga listrik berasal dari PLN dengan pembavaran, Nilai jual
denaga Listrik adalab jumlah tagihan biaya beban ditambah dongan biava
pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik:

b. dafam hal tenaga listrik berasal dari bukan PIN dengan tidak dipungut
bayaran. Nilai Jual T'enaga Listrik di hitung berdasarkan kapasitas tersedia,
penggunaan histrik atuu taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik

= vang berlakn di wilayah daerah vang bersangkutan.
(3}  Harga saluan bistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan
oich Kepala Daerah dengan berpedoman pada harea satusn listrik yang

herlaku uniuk PLN,

F. Pasal 13 diubah dan berbunyi sebagai beriku:

Pasal 13

(1) Pemnbavaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan di Kas Daerah melalw
Gendaharawan Khusus Pencrima (BKP} pada Dinas Pendapaian Kota Kedird atau
- ditempat lain yvang tunjuk oleh Kepala Daerah  scsuai dengan wakiu vang
ditentukan dalam SPTPD, SKPD. SKPDKRE, SKPDKRT dan STPD.
(2} Pembayaran Pajak sebapgaimana dumaksud pada avat (1) pasal ini, dilakukan
dengan menggunakan SSPI.
{3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain vang ditunjuk, maka hasil
penerimaan pajak torscbut harus diseior ke Kas daerah melaln BKP Dinas
Pendapatan Kota Kedin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam,

atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala daerah,

Pazal 1

Peraturan Dacrah ini mulai berfaku pada langgal diundangkan.
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Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah 1m1 dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kow Kedin.
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